
 

 

 

 

QANUN ACEH 

NOMOR 9 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  

 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh 
Merdeka (Memorandum of Understanding between The 

Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh 
Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah 

Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 
menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan 

konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan 
dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad 
untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan 

Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang 
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang 

damai, adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam 
memerlukan jasa perbankan syariah; 

c. bahwa kehadiran Bank Aceh Syariah yang mandiri 

sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan Syariah 
Islam di Aceh sudah menjadi harapan dan tuntutan 

masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  

Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, penyertaan modal/kerja sama 
pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan 
dengan Qanun; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank 
Aceh Syariah; 

 

 

 

Mengingat... 
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Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan 

Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3893); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaga Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4867); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

dan 

GUBERNUR ACEH 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  QANUN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH 

SYARIAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 

kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi 

sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 

 

 

3. Pemerintahan Aceh... 
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3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 yang menyelengarakan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi 

dan kewenangan masing-masing. 

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara 
Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan 

Perangkat Aceh. 

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih 

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan 
berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya 
disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum. 

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara 
Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas 
Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.  

8. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut BUMA 
adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk 
seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaaan 
Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan 

atau berdasarkan undang-undang.  

9. Modal Pemerintah Aceh adalah kekayaan Pemerintah Aceh 

yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun 
barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, 

bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, 
dan hak-hak lainnya. 

10. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan 

kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang 
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan 

untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh pada BUMA 
yang berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling 

menguntungkan. 

11. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, yang selanjutnya 
disebut Bank Aceh Syariah adalah Bank Umum Syariah 

hasil Pemisahan dari Unit Usaha Syariah Perseroan 
Terbatas Bank Aceh yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. 

12. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. 

13. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

14. Organ Bank Aceh Syariah adalah Rapat Umum Pemegang 
Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas 

Syariah. 

15. Rapat... 
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15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 
disingkat RUPS adalah organ Bank Syariah Aceh yang 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 

ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan atau Anggaran Dasar. 

16. Dewan Komisaris adalah organ Bank Aceh Syariah yang 
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 
khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi. 

17. Direksi adalah organ Bank Aceh Syariah yang 

berwewenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 

18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS 
adalah dewanyang bertugas memberikan nasihat dan 

saran kepada Direksi sertamengawasi kegiatan bank agar 
sesuai dengan prinsip syariah. 

19. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham 
Bank Aceh Syariah yang ditetapkan dalam RUPS dan 
dikukuhkan dalam Anggaran Dasar. 

20. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar dan telah 
disetor olehpara pemegang saham Bank Aceh Syariah. 

21. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada Bank Aceh 
Syariah yang memberi hak atas deviden dan lain-lain. 

22. Laba Bersih adalah pendapatan setelah dikurangi beban 
dan pajak. 

23. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri 
dengan perseroan lain yang telah ada, yang 

mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang 
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada 

perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya 
status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri 
berakhir karena hukum. 

24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan 

cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum 
memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang 

meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang 
meleburkan diri berakhir karena hukum. 

25. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan 
untuk mengambilalih saham perseroan yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan 
tersebut. 

26. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan 
seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena 

hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebahagian 
aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum 

kepada satu perseroan atau lebih. 

27. Likuidasi... 
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27. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan 
keuangan perseroan sebagai akibat pencabutan izin usaha 

dan pembubaran badan hukum Perseroan. 

 

BAB II 

ASAS 

Pasal 2 

(1) Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan usahanya 
berdasarkan asas Islam. 

(2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 

 

BAB III 

MAKSUD 

Pasal 3 

(1) Dengan Qanun ini Unit Usaha Syariah PT Bank Aceh yang 

dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor 
047/DIR/SDM/XII/2001,  dipisahkan menjadi Bank Aceh 
Syariah. 

(2) Dengan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Aceh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh 

aktiva dan pasiva Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh 
beralih karena hukum kepada Bank Aceh Syariah.   

(3) Jenis dan rincian aktiva dan pasiva sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan hal-hal lain akan diatur 
dalam Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah. 

Pasal 4 

Qanun ini menjadi dasar hukum pembentukan Bank Aceh 

Syariah.  
 

BAB IV 

TUJUAN 

Pasal 5 

Bank Aceh Syariah didirikan bertujuan: 

a. mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang islami; 

b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan 
perekonomian Aceh; 

c. menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan dan 
pembiayaan serta menjalankan fungsi perbankan lainnya 
berdasarkan prinsip syariah; 

d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk 
memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat 

berdasarkan prinsip syariah; dan 

e. mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh. 

 

 

 

 

 

BAB V... 

 


